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1. PENDAHULUAN 

1. 1  LATAR BELAKANG  

Pelabuhan merupakan suatu simpul dan mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan 
darat dan berfungsi sebagai peralihan antar moda transportasi. Dasar penyusunan Rencana Induk 
Pelabuhan Fakfak adalah amanah dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 
yang menyatakan bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan. Penyusunan 
Rencana Induk Pelabuhan Fakfak Provinsi Papua Barat untuk memprediksi kebutuhan fasilitas, 
peralatan pelabuhan serta penyusunan tata ruang darat serta perairan dan tahapan 
pengembangannya sehingga selanjutnya dapat dipakai sebagai acuan tahapan pembangunan serta 
pengembangan Pelabuhan Fakfak.  

Mengingat pentingnya peran fasilitas Pelabuhan Fakfak untuk menunjang pertumbuhan 
perekonomian di masa yang akan datang, maka perlu dibuat rencana induk pelabuhan sebagai 
kerangka dasar arahan pengembangan dan pembangunan fasilitas kepelabuhan serta memenuhi 
ketentuan Pemerintah di bidang kepelabuhanan. Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu 
rencana pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan 
pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian 
usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan 
berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, maka perlu segera dilakukan 
langkah-langkah dalam tataran strategis, teknis dan akhirnya bermuara pada program implementasi 
pekerjaan pembangunan fasilitas.  

Disamping itu, dengan ditetapkannya rencana induk pelabuhan, maka akan diperoleh suatu 
jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan operasional pelabuhan, meningkatkan keselamatan 
dan keamanan operasional pelabuhan dan mendukung pengembangan perekonomian pelabuhan dan 
daerah sekitarnya. 

1. 2 DASAR HUKUM  

Dasar hukum Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Fakfak antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil; 

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Pelayaran; 

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021;  

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan 
Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan; 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus Dan 
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;  

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di 
Perairan dan Pelabuhan; 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015  tentang Pemanduan dan Penundaan 
Kapal;  

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses 
Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021; 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan 
Laut; 

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan 
Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 
217 Tahun 2022; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Papua Tahun 2021-2041; 

24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat Tahun 2019 – 2039; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Fakfak Tahun 2011 – 2031. 

1. 3  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Fakfak Provinsi Papua Barat adalah 
sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan 
Pelabuhan Fakfak sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, 
menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi operasi dan pemeliharaan, pembiayaan 
serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang sudah terbentuk.  
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Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan Pelabuhan Fakfak, 
sehingga kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal dalam mengurangi permasalahan yang 
timbul pada waktu operasional pelabuhan.  

1. 4 HIERARKI PELABUHAN 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana 
Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 217 Tahun 2022, Pelabuhan Fakfak ditetapkan hierarkinya sebagai Pelabuhan 
Pengumpul (PP). 

Tabel 1.1 Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan di Provinsi Papua Barat 

No Kabupaten/Kota Pelabuhan 
Hierarki Pelabuhan 

Keterangan 
2017 2022 2027 2037 

XXXII. Provinsi Papua Barat 

588 Fakfak Fakfak PP PP PP PP */TL 

589 Fakfak  Kokas  PR PR PR PR * 

590 Kaimana Kaimana PP PP PP PP */TL 

591 Manokwari  Manokwari  PP PP PP PP */TL 

592 Manokwari Mansinam  PL PL PL PL  

593 Manokwari  Saukorem PL PL PL PL  

Keterangan: *) Kantor Pelabuhan, PP) Pelabuhan Pengumpul, TL) Tol Laut. 
 Sumber:  KP 432 Tahun 2017  

 

1. 5 LOKASI  

Pelabuhan Fakfak berlokasi di Jalan Izak Tellusa No. 1 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik 
Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada koordinat 2°55'57,6"LS / 132°18'34,8"BT 
(Gambar 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Lokasi Pelabuhan Fakfak - Provinsi Papua Barat 
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2. GAMBARAN UMUM WILAYAH 

2.1   GAMBARAN UMUM WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT 

2.1.1 Letak Administratif Provinsi Papua Barat 

 Provinsi Papua Barat berada pada koordinat antara 0° -  4° Lintang Selatan dan 124° - 132° 
Bujur Timur, berada tepat dibawah garis khatulistiwa dengan ketinggian antara 0 - 100 meter diatas 
permukaan laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode 
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 kabupaten dan           
1 kota yang terdiri dari 218 distrik, 95 kelurahan, dan 1.742 desa. Luas wilayah Provinsi Papua Barat 
± 102.946,15 km2 dengan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah terluas dengan luas wilayah     
± 20.840,83 km2 (20,24 persen) dan Kota Sorong merupakan wilayah terkecil dengan luas wilayah 
656,64 km2 (0,64 persen). Secara geografis, Provinsi Papua Barat berbatasan dengan:  

- Sebelah Utara  :  berbatasan dengan Samudera Pasifik; 
- Sebelah Selatan  :  berbatasan dengan Laut Banda dan Provinsi Maluku; 
- Sebelah Barat  :  berbatasan dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku; dan 
- Sebelah Timur  :  berbatasan dengan Provinsi Papua. 
 

 
 
Sumber:  Bappeda Papua Barat, 2019 

Gambar 2.1  Peta Administrasi Provinsi Papua Barat 

2.1.2 Kondisi Fisik dan Klimatologi Provinsi Papua Barat 

Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari 7,95% merupakan puncak gunung, 18,73% berada di 
lembah, dan sisanya merupakan daerah hamparan. Seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua 
Barat berbatasan dengan laut, namun hanya 37,04% desa yang berada di daerah pesisir. Wilayah 
desa lainnya tidak berbatasan dengan laut (bukan pesisir), yaitu sebesar 62,96%. 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari 
permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Provinsi Papua Barat, pada tahun 2019 tercatat suhu rata-rata di Provinsi Papua 
Barat berkisar antara 25,9oC hingga 27,8oC dengan jumlah curah hujan terendah 234,8 mm di wilayah 
Teluk Wondama dan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 3120,5 mm di wilayahTeluk Bintuni. Jumlah 
hari hujan selama tahun 2019, terbanyak di Manokwari dan Manokwari Selatan yaitu terjadi selama ± 
221 hari, sedangkan jumlah hari hujan terkecil adalah di Teluk Wondama yaitu hanya terjadi selama ± 
22 hari dalam satu tahun.   

Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2019 berkisar antara 82 persen hingga 86 persen.  
Kelembaban maksimum mencapai 100 persen di wilayah Manokwari Selatan sedangkan kelembaban 
minimum sebesar 39 persen di wilayah Manokwari Selatan. 

2.1.3 Kondisi Kependudukan Provinsi Papua Barat 

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat setiap tahunnya terus bertambah, pada tahun 2019 
jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tercatat berjumlah 960.201 jiwa dengan laju pertumbuhan 
penduduk per tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebesar 2,57 persen.  Kepadatan 
penduduk yang paling tinggi diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dengan tingkat 
kepadatan penduduk sebesar 91,86 jiwa per km2 terdapat di Kota Sorong. 

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2015 – 2019 

bƻ YŀōǳǇŀǘŜƴ 
¢ŀƘǳƴ 

нлмр нлмс нлмт нлму нлмф 
м YŀōΦ CŀƪŦŀƪ  тоΦпсу тпΦттн тсΦмлн ттΦоум туΦсус 
2 Kab. Kaimana  54.165 55.503 56.882 58.404 60.216 
3 Kab. Teluk  Wondama  29.791 30.490 31.072 31.769 32.521 
4 Kab. Teluk Bintuni  59.196 60.400 61.794 63.091 64.406 
5 Kab. Manokwari  158.326 162.578 166.780 170.897 177.346 
6 Kab. Sorong Selatan  43.036 43.896 45.019 46.021 46.992 
7 Kab. Sorong  80.695 82.784 84.906 86.994 88.927 
8 Kab. Raja Ampat  45.923 46.613 47.301 47.885 48.493 
9 Kab. Tambrauw  13.615 13.699 13.785 13.804 13.879 

10 Kab. Maybrat  37.529 38.377 39.191 40.102 40.899 
11 Kab. Manokwari Selatan  21.907 22.519 22.983 23.617 24.220 
12 Kab. Pegunungan Arfak  28.271 28.898 29.731 30.409 28.808 
13 Kota Sorong  225.588 232.833 239.815 247.084 254.808 
tǊƻǾƛƴǎƛ tŀǇǳŀ .ŀǊŀǘ утмΦрмл уфоΦосн фмрΦосм фотΦпру фслΦнлм 

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2020 

 

 




